IKN Terancam Mangkrak,
Pendiri Indef Usulkan Jadi
Tempat ‘Leyeh-leyeh’ Presiden
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ORINEWS.id — Pemblokiran anggaran untuk pembangunan megaproyek
Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), semakin
memojokkan proyek mercusuar dari mantan Presiden Jokowi itu.

Sejumlah ekonom senior menilai, potensi mangkrak membesar.

Pendiri Indef (Institute for Development of Economics and
Finance), Prof Didin S Damanhuri menyebut proyek IKN yang
investasinya mencapai Rp466 triliun adalah personal legacy
dari Jokowi. Jadi kepentingannya sangat sempit.

“Dan sejak awal saya selaku akademisi yang menentang IKN.
Karena tak ada studi kelayakan dan perencanaan matang. Saya
juga salah satu gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK),”
ungkap Prof Didin dalam Diskusi Publik dan Peresmian Ruang
baca Faisal Basri bertajuk Merekam Gagasan Faisal Basri di
Jakarta, Jumat (7/2/2025).


https://www.orinews.id/2025/02/08/ikn-terancam-mangkrak-pendiri-indef-usulkan-jadi-tempat-leyeh-leyeh-presiden/
https://www.orinews.id/2025/02/08/ikn-terancam-mangkrak-pendiri-indef-usulkan-jadi-tempat-leyeh-leyeh-presiden/
https://www.orinews.id/2025/02/08/ikn-terancam-mangkrak-pendiri-indef-usulkan-jadi-tempat-leyeh-leyeh-presiden/
https://orinews.id/tag/jokowi/

Dia pun meyakini besarnya potensi IKN menjadi proyek mangkrak
di masa depan. Alasannya, konsep pembangunan IKN memerlukan
anggaran jumbo. Sayangnya, investor yang digadang-gadang, tak
kunjung datang.

“Ingat Softbank hengkang dari IKN. Karena mereka punya
intelijen ekonomi yang melihat proyek IKN tak punya potensi
cuan yang menggiurkan. Kalau investor lokal yang kabarnya
masuk ke IKN, karena ada tawaran lain,” ungkapnya.

Dia menduga, anggaran untuk melanjutkan pembangunan IKN, bakal
tersendat-sendat. Bisa jadi malah disetop. Artinya, banyak
sarana dan prasarana IKN yang tak terbangun. Karena istananya
sudah jadi, IKN bisa menjadi tempat istirahat atau ‘leyeh-
leyeh’ kepala negara, atau menjadi ibu kota Provinsi Kaltim.

Ekonom senior Fadhil Hasan yang juga pendiri Indef, punya
pandangan senada. Maklumlah, Fadhil termasuk yang menggugat
judicial review (JR) UU IKN ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya termasuk yang mengajukan judicial review UU IKN. Saya
juga saksi ahli di sidang MK. Pernah jadi narasumber di Komisi
II DPR saat Menyusun UU IKN. Kala itu saya sampaikan
penolakan,” kata Fadhil.

Sejak awal, Fadhil menilai, proyek IKN tidak visible dan jauh
dari suistanable. Tiap tahun selalu mengganggu APBN. Membabat
hutan tanpa upaya pembenahan. “Tidak memiliki kajian
lingkungan hidup strategis (KLHS), Dan, masyarakat adat
termarjinalkan gara-gara proyek ini,” imbuhnya.

Dari catatan Fadhil, duit negara yang digelontorkan untuk
pembangunan IKN diputuskan 20 persen dari total investasi
Rp466 triliun. Atau setara Rp93,2 triliun. Namun realisasinya
justru lebih gede dari kesepakatan itu.

“Selama 2 atau 3 tahun, APBN digelontorkan Rp75,6 triliun
untuk IKN. Janji semula 20 persen dari Rp466 triliun, sekitar
Rp90 triliun. Sekarang dianggarkan Rp48 triliun dalam 5 tahun.



Kalau ditotal lebih dari 20 persen. Melanggar kesepakatan
itu,” kata Fadhil.

Dia mendorong Presiden Prabowo Subianto membuat suatu
keputusan Politik terkait IKN. Sangat berat jika mengandalkan
APBN untuk merampungkan pembangunan IKN.

“Misalnya IKN jadi ibu kota Kaltim atau istana kepresidenan,
atau dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK). Yang jelas bukan
sebagai ibu kota negara baru dengan berbagai atribut yang
disematkan Pak Jokowi,” kata Fadhil.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN, sekaligus Juru Bicara OIKN,
Troy Pantouw membantah kabar pembangunan IKN dihentikan mulai
bulan depan yang ramai di media sosial (medsos). “Ini tidak
benar,” kata Troy, Jumat (7/2/2025).

Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut, Presiden
Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan anggaran
pembangunan IKN tahun ini untuk mendukung konstruksi kawasan
legislatif dan yudikatif.

Basuki menekankan, anggaran OIKN tak akan dipangkas efisiensi.
Hal itu sebagaimana keputusan dalam rapat terbatas (ratas)
yang dilakukannya bersama Presiden Prabowo beberapa waktu
lalu.

“Kami diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan
untuk menyesuaikan anggaran sesuai yang disetujui oleh Bapak
Presiden, yaitu Rp6,3 triliun ditambah Rp8,1 triliun,” jelas
Basuki.[source:inilah]
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